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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Akuntansi  Syariah  

       Penelitian ini berdasarkan pada mata kuliah akuntansi syariah. 

Akuntansi Syariah merupakan proses akuntansi atas transaksi-transasksi 

yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT, sehingga 

ketika mempelajari akuntansi syariah dibutuhkan pemahaman yang baik, 

mengenai akuntansi sekaligus juga tentang syariah islam. Ada dua alasan 

mengapa akuntansi syariah diperlukan, yaitu sebagai tuntunan untuk 

pelaksanaan syariah dan adanya kebutuhan akibat pesatnya perkembangan 

transaksi syariah.

  

       Transaksi Syariah  dapat berupa aktivitas bisnis yang bersifat komersil 

maupun aktivitas sosial yang bersifat nonkomersial. Transaksi syariah 

komersial antara lain berupa investasi untuk mendapatkan bagi hasil, jual 

beli barang untuk mendapatkan laba, maupun pemberian layanan jasa untuk 

mendapatkan imbalan. Transaksi syariah nonkomersial  antara lain adalah 

pemberian dana talangan, penghimpunan dan penyaluran dana sosial seperti 

zakat, infak, sedekah, wakaf dan hibah.
5
 

       Salah satu bukti dari pesatnya transaksi syariah khususnya transaksi 

nonkomersial yaitu dengan banyak berdirinya lembaga keuangan syariah. 

                                                 

 Sri Nurhayati dan Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia…, hal.9. 

5
 Wiroso, Akuntansi Transaksi Syariah, (Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia, 2011), hal. 29. 
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Lembaga keuangan syariah adalah suatu entitas yang usahanya bergerak di 

bidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
6
 Organisasi 

pengelola zakat merupakan salah satu entitas syariah disetiap wilayah baik 

di wilayah kabupaten maupun wilayah yang lebih luas. BAZNAS  sebagai 

salah satu dari sekian banyak organisasi pengelola zakat pastinya 

memerlukan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan, dimana 

harus mengikuti pelaporan entitas syariah yaitu PSAK 109.
7
 PSAK  109 

wajib diterapkan oleh amil yang mendapat izin dari regulator, yaitu entitas 

pengelola zakat yang pembentukannya diatur oleh undang-undang. 

       Proses perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi harus 

dilakukan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Bangun 

umum akuntansi syariah yang berlaku umum di Indonesia adalah sebagai 

berikut
8
 : 

Gambar 2.1 

Bangun Umum Akuntansi Syariah 

 

 
Sumber : Wiroso, Akuntansi Transaksi Syariah, (Jakarta : Ikatan Akuntan 

Indonesia, 2011), hal. 20. 

                                                 
6
 Lantip Susilowati, dkk, Akuntansi Syariah, (Jakarta : Alim’s Publishing, 2019), hal. 2. 

7
 Yunida Een Fryanti, Akuntansi Lembaga Zakat dan Wakaf, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 

2017) , hal. 47. 
8
 Wiroso, Akuntansi Transaksi Syariah…,  hal. 20. 
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       Rerangka ini digambarkan seperti bangunan dimana tiap lapisan 

dibawahnya  menjadi landasan bagi lapisan yang berada di atasnya. Dalam 

akuntansi syariah landasan yang paling utama adalah landasan yang 

bersumber dari al-Quran, hadis dan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh 

Dewan Syariah Nasional.  

        Proses awal akuntansi syariah adalah adanya data dasar yang berupa 

dokumen pembukuan yang berisikan informasi transaksi yang dilakukan 

oleh entitas syariah. Transasksi syariah berlandaskan pada paradigma dasar 

bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah dan 

kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai 

kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual. Paradigma dasar ini 

menekankan setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai 

yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik 

dan buruk atau benar dan  salahnya aktivitas usaha.
9
  

        Pada dasarnya asumsi dasar yang digunakan dalam akuntansi syariah  

tidak berbeda dengan asumsi dasar yang digunakan pada akuntansi umum 

yaitu asumsi kelangsungan usaha (going concern) dan dasar akrual (accrual 

basis). Laporan keuangan  disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha 

entitas syariah yang akan melanjutkan usaha di masa depan. Sehingga 

diasumsikan bahwa entitas syariah tidak tidak ada keinginan untuk 

melikuidasi atau mengurangi skala usahanya secara material.
10

 

                                                 
9
 Wiroso, Akuntansi Transaksi Syariah…,  hal. 27. 

10
 Nurul Fitri Ismayanti, Akuntansi Bank Syariah, (Tulungagung : Diktat Tidak Diterbitkan, 

2016), hal. 5. 
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       Dalam asumsi dasar akrual, aset, kewajiban, ekuitas, penghasilan, dan 

beban diakui pada saat kejadian bukan saat kas atau setara kas diterima dan 

dicatat serta disajikan dalam laporan keuangan pada periode terjadinya. 

Untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun dengan menggunakan 

dasar akrual.
11

  

       Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat 

kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan 

diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan 

keuangan periode yang bersangkutan. Laporan yang disusun dengan dasar 

akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa 

lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban 

membayar kas di masa depan serta sumberdaya yang mempresentasikan kas 

yang akan diterima di masa depan.
12

 

     

B. Zakat dan Infak/Sedekah 

1. Konsep Zakat  

        Zakat merupakan kewajiban yang dikenakan atas harta yang telah 

memenuhi persyaratan tertentu untuk diserahkan kepada penerima-

penerima tertentu melalui petugas tertentu. Menurut  PSAK nomor 109 

zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan 

ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya 

(mustahiq). Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2011, bahwa zakat 

                                                 
11

 Nurul Fitri Ismayanti, Akuntansi Bank Syariah…, hal.5. 
12

 Wiroso, Akuntansi Transaksi Syariah…,  hal. 24. 
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merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan 

keadilan kesejahteraan masyarakat.
13

 

       Perintah menunaikan zakat banyak dalam al-Quran, salah satunya 

adalah surat at-Taubah ayat 103
14

 

مْ  خُذْ مِنْ    َِ مْ بِِاَ وَصَلِّ عَلَيْ َِ ي مْ وَتُ زكَِّ رُُْ َِّ قَةً تُطَ َْ نٌ  صَلََتَكَ  إِنَّ  ۖ  أمَْاَالِِِمْ صَ ََ  ۖ   لَِمُْ  سَ
يعٌ  وَاللَّهُ  لِيمٌ عَ  سََِ  

 

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu 

kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk 

mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi 

mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” 

 

       Penyebab zakat adalah kepemilikannya sebesar satu nisab yang 

berkembang dengan syarat genap satu tahun (haul) bukan syamsiyah, 

juga tidak ada utang yang dituntut oleh hamba dan barang tersebut lebih 

dari kebutuhan pokoknya.
15

 Dalam al-Quran secara tegas disebutkan 8 

golongan yang berhak menerima zakat yaitu : 

a. Orang fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak 

mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 

b. Orang miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan 

dalam keadaan kekurangan. 

                                                 
13

 Pandapotan Ritonga, Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No. 109 Pada Badan 

Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara, Jurnal Kitabah, Vol. 1. No. 1, hal. 3. 
14

 Departemen Agama RI, Alhidayah Al-Qura’an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka, 

(Tangerang : Kalim, 2011), hal. 420. 
15

 Yunida Een Fryanti,  Akuntansi Lembaga Zakat dan Wakaf…,  hal. 47. 
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c. Pengurus zakat (amil), yaitu  orang yang diberi tugas untuk 

mengumpulkan dan membagikan zakat. Syarat-syarat amil adalah 

sebagai berikut :
16

 

1) Muslim. 

2) Mukallaf ( dewasa yang sehat akal pikirannya). 

3) Jujur, karena diamanati harta kaum muslimin dan harus dapat 

dipercaya dalam memegang amanah. 

4) Memahami hukum-hukum zakat. 

5) Kemampuan untuk melaksanakan tugas. 

6) Disyaratkan laki-laki. 

7) Bukan merupakan hamba sahaya . 

d. Mu’allaf, yaitu orang kafir yang ada harapan masuk islam dan orang 

yang baru masuk islam yang imannya masih lemah. golongan 

mu’allaf ini menurut Yusuf qardhawi terbagi menjadi 7 golongan 

yaitu:
17

 

1) Golongan yang di harapkan keislamannya atau keislaman 

kelompok serta keluarganya. 

2) Golongan yang dikhawatirkan perilaku kriminalitasnya. 

3) Pemimpin serta tokoh masyarakat yang masuk islam dan 

mempunyai sahabat-sahabat orang kafir atau non muslim. 

4) Pemimpin dan tokoh kaum muslimin yang berpengaruh di 

kalangan kaum nya akan tetapi imannya masih lemah. 

                                                 
16

 Kutbuddin Aibak, Pengelolaan Zakat dalam Maqashit Al-Syariah Studi Kasus Badan 

Amil Zakat Tulungagung, (Yogyakarta : Editie Pustaka, 2016), hal. 41. 
17

 Ibid., hal. 42. 
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5) Kaum muslimin yang bertempat tinggal di benteng-benteng dan 

daerah perbatasan dengan musuh. 

6) Kaum muslimin yang membutuhkan dana untuk mengurus dan 

memerangi kelompok pembangkang kewajiban zakat. 

7) Golongan orang yang baru masuk islam. 

e. Riqab, yaitu untuk memerdekakan budak, mencangkup juga untuk 

melepaskan orang muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir 

f. Gahrim, yaitu orang yang terlilit utang karena untuk kepentingan 

yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya 

g. Sabilillah, yaitu untuk keperluan pertahanan dan kejayaan Islam dan 

kemaslahatan kaum muslimin 

h. Ibnu Sabil, yaitu orang-orang yang sedang dalam perjalanan bukan 

maksiat yang mengamali kesengsaraan dalam pekerjaan.
18

 

       Pada dasarnya zakat terdiri dari dua jenis yaitu zakat fitrah dan zakat 

harta. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim 

setelah matahari terbenam pada akhir bulan ramadhan. Lebih utama 

dibayarkan sebelum shalat Idul Fitri, karena jika dibayarkan  setelah 

shalat Idul Fitri, maka sifatnya biasa disebut infak atau sedekah. 

Kemuadian zakat harta adalah zakat yang boleh dibayarkan pada waktu 

yang tidak tertentu.
19

 Dalam hal ini harta yang wajib dikeluarkan 

zakatnya adalah : 

 

                                                 
18

 Yunida Een Fryanti,  Akuntansi Lembaga Zakat dan Wakaf…,  hal. 10-11. 
19

 Sri Nurhayati dan Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia…, hal. 288. 
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a. Zakat uang (emas dan perak) 

       Emas atau perak yang wajib dizakatkan adalah yang sudah 

mencapai nisab dan haulnya. Nisab emas adalah 20 mitsqal, 1 

mitsqal adalah 4,25 gram, jadi nisab emas adalah 85 gram. 

Sedangkan nisab perak adalah 200 dirham atau setara dengan 595 

gram. Untuk zakat uang disetarakan dengan nisab emas yaitu 85 

gram dengan zakat 2,5%. 

b. Zakat binatang ternak 

Ada tiga jenis zakat ternak yang wajin dizakati setelah memenuhi 

persyaratan tertentu seperti unta, sapi, dan kambing atau domba. 

Syarat dikeluarkannya zakat binatang ternak ini adalah telah 

mencapai nisab. Berikut tabel nisab binatang ternak:
20

 

Tabel 2.1 

Nisab Unta dan Jumlah Kewajiban Zakat 

Nisab unta 

(ekor) 
Banyak Zakat Yang Wajib Dikeluarkan 

5 − 9 Seekor kambing 

10 − 14 2 ekor kambing 

15 − 19 3 ekor kambing 

20 − 24 4 ekor kambing 

25 − 35 seekor anak unta betina (umur 1 tahun lebih) 

36 − 45 seekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih) 

46 − 60 seekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih) 

61 − 75 seekor anak unta betina (umur 4 tahun lebih) 

76 − 90 2 ekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih) 

91 − 120 2 ekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih) 

121 −129 3 ekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih) 

 

                                                 
20

 Kutbuddin Aibak, Pengelolaan Zakat dalam Maqashit Al-Syariah Studi Kasus Badan 

Amil Zakat Tulungagung…, hal. 31. 
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Nisab unta 

(ekor) 
Banyak Zakat Yang Wajib Dikeluarkan 

130 − 139 

seekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih) 

ditambah 2 ekor anak unta betina (umur 2 tahun 

lebih) 

140 − 149 

2 ekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih) 

ditambah 2 ekor anak unta betina (umur 2 tahun 

lebih) 

150 − 159 3 ekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih) 

160 − 169 4 ekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih) 

170 − 179 

3 ekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih) 

ditambah 2 ekor anak unta betina (umur 3 tahun 

lebih) 

180 − 189 

2 ekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih) 

ditambah 2 ekor anak unta betina (umur 3 tahun 

lebih) 

190 − 199 

3 ekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih) 

ditambah 2 ekor anak unta betina (umur 2 tahun 

lebih) 

200 − 209 

4 ekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih) 

ditambah 5 ekor anak unta betina (umur 2 tahun 

lebih) 

 

 

 

Tabel 2.2 

Nisab Sapi dan Jumlah Kewajiban Zakat 

Nisab sapi 

(ekor) 
Banyak Zakat Yang Wajib Dikeluarkan 

1 − 29 Tidak dikenakan zakat 

30 − 59 1 ekor anak sapi jantan/ betina umur 2 tathun 

60 − 69 2 ekor anak sapi jantan 

70 − 79 
seekor anak sapi betina (umur 2 tahun) dan anak 

sapi jantan (umur 1 tahun) 

80 − 89 2 ekor anak sapi betina (umur 2 tahun) 

90 − 99 3 ekor anak sapi jantan (umur 1 tahun) 

100 − 109 
2 ekor anak sapi jantan (umur 2 tahun) dan 2 

ekoranak sapi jantan (umur 1 tahun) 

110 − 119 
2 ekor anak sapi jantan (umur 2 tahun) dan 2 ekor 

anak sapi jantan (umur 1 tahun) 

120 − 

selanjutnya 

3 ekor anak sapi jantan (umur 2 tahun) dan 3 ekor 

anak sapi jantan (umur 1 tahun) 
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Tabel 2.3 

Nisab Kambing dan Jumlah Kewajiban Zakat 

Nisab sapi 

(kambing) 
Banyak Zakat Yang Wajib Dikeluarkan 

1 − 39 Tidak dikenakan zakat 

40 − 120 1 ekor kambing 

121 − 200 2 ekor kambing 

201 − 399 3 ekor kambing 

400 − 499 4 ekor kambing 

500 − 599 5 ekor kambing 

Setiap naik 

100 ekor 
Ditambah 1 ekor kambing 

 

c. Zakat perdagangan atau perniagaan 

       Syarat utama untuk mengeluarkan zakat perniagaan adalah telah 

mencapai nisab dan  telah dimiliki selama 1 tahun untuk zakat yang 

dikeluarkan adalah sebesar 2,5% yang mana nisabnya setara dengan 

nisab emas.
21

 

d. Zakat penghasilan 

      Zakat penghasilan dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu yang 

pertama zakat pertanian nisab zakat pertanian adalah 5 wasaq  atau 

825,25 kg dan zakat yang harus dikeluarkan adalah 5% untuk 

tanaman yang diairi irigasi dan 10% untuk pertanian tadah hujan 

yang mana zakat ini dikeluarkan setiap kali masa panen. Kemudian 

yang kedua zakat industri, beberapa ulama memiliki perbedaan 

pendapat mengenai presentasi zakat industri yaitu 2,5% mengacu 

pada zakat perdagangan sampai 5% mengacu pada zakat pertanian 

                                                 
21

 Kutbuddin Aibak, Pengelolaan Zakat dalam Maqashit Al-Syariah Studi Kasus Badan 

Amil Zakat Tulungagung…, hal. 33. 
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zakat profesi memiliki nisab disetarakan dengan nisab zakat emas 

yang mana zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%. 

e. Zakat barang temuan 

       Zakat barang temuan merupakan pendapatan yang diperoleh 

tanpa mengeluarkan biaya zakat yang dikeluarkan untuk barang 

temuan dan barang tambang adalah sebesar 20% .
22

 

       Seiring dengan perkembangan kehidupan kaum muslimin di era 

modern saat ini, muncul berbagai macam masalah yang belum pernah 

kita jumpai dalam masa kehidupan Rasulullah, dimana masalah tersebut 

juga berkaitan dengan harta dan zakat dan akhirnya muncullah zakat 

kontemporer.  Adapun beberapa jenis objek zakat kontemporer yang 

muncul di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin saat ini antara lain, 

zakat profesi, zakat tanah, zakat atas usaha pinatu/ laundry, serta 

berbagai zakat lainnya.
23

 

       Beberapa golongan yang wajib mengeluarkan zakat antara lain 

sebagai berikut :
24

 

a. Islam, seseorang yang yang memiliki kewajiban untuk mengeluarkan 

zakat adalah beragama Islam dan melaksanakan perintah shalat, 

orang yang yang beragama selain Islam atau orang kafir tidak 

berkewajiban untuk menunaikan zakat. 

                                                 
22

 Kutbuddin Aibak, Pengelolaan Zakat dalam Maqashit Al-Syariah Studi Kasus Badan 

Amil Zakat Tulungagung…, hal. 33. 
23

 Sri Nurhayati, dkk, Akuntansi dan Manajemen Zakat, (Jakarta : Salemba Empat, 2019), 

hal. 39. 
24

 Kutbuddin Aibak, Pengelolaan Zakat dalam Maqashit Al-Syariah Studi Kasus Badan 

Amil Zakat Tulungagung…, hal. 36. 
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b. Baligh dan berakal, zakat merupakan salah satu ibadah yang 

memerlukan niat maka orang tersebut haruslah baligh dan memiliki 

akal atau tidak gila. 

c. Nisab yang sempurna, nisab merupakan batas minimal yang 

menjadikan harta terkena kewajiban untuk dizakatkan. 

d. Merdeka seseorang memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat 

adalah seseorang yang bebas atau bukan seorang budak atau 

tawanan. 

 

2. Konsep Infak/ Sedekah 

       Infak berasal dari bahasa Arab anfaqa yang artinya mengeluarkan 

atau membelanjakan harta. Dari akar kata tersebut, istilah infak secara 

umum yaitu setiap mengeluarkan harta, baik untuk tujuan kebaikan 

maupun keburukan dikatakan infak. Secara terminologi syariah infak 

yaitu mengeluarkan sebagian dari harta untuk suatu kepentingan yang 

sesuai dengan ajaran islam.
25

 Sedekah memiliki dimensi yang sangat 

luas, tidak hanya berdimensi memberikan sesuatu dalam bentuk harta 

saja, tetapi dapat berupa berbuat kebajikan, baik untuk diri sendiri 

maupun untuk orang lain.
26

 

      Infak dan sedekah adalah suatu kebaikan maka harus dilakukan 

dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan tidak mengungkit-

                                                 
25

 Sri Nurhayati, dkk, Akuntansi dan Manajemen Zakat, hal. 157. 
26

 Taufiq Rahman, Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK 109) : Upaya Peningkatan 

Transparasi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), Jurnal Muqtasid, Vol. 6, No. 1, 

2015, hal. 147. 
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ungkit pemberian kepada orang lain karena dapat menyakiti hati si 

penerima yang akan menghilangkan pahala sedekah tersebut. Untuk 

menghindari hal tersebut, ada tata cara berinfak yang baik yaitu : 

a. Tidak mengungkit-ungkit pemberian kepada orang lain. 

b. Tidak menyakiti hati penerima infak/sedekah. 

c. Menyembunyikan ketika bersedekah itu lebih baik. 

d. Memberi yang baik-baik. 

e. Berinfak di waktu yang lapang atau sempit. 

       Berdasarkan al-Quran Surat al-Baqarah ayat 215, dijelaskan bahwa 

dalam penyaluran infak yang didahulukan adalah orang tua, kemudian 

kerabat, dan seterusnya. Bahkan dapat diatasnamakan atau pahalanya 

dapat dialihkan pada orang tua yang sudah meninggal.
27

 

       Perintah menunaikan infak/ sedekah banyak dalam al-Quran, salah 

satunya adalah surat at-Baqarah ayat 245
28

 

ََا الَّ    ََافاً كَثِيرةًَ مَنْ  سًََّا فَ يُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْ ََ  وَيَ بْسُطُ  يَ قْبِضُ  وَاللَّهُ  ۖ  ذِي يُ قْرِضُ اللَّهَ قَ رْضًا 
َُانَ تُ رْجَ  وَإلِيَْهِ   

 

Artinya : “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, 

pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah 

akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda 

yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan 

kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.” 

 

       Infak atau sedekah dibedakan menjadi dua jenis yaitu infak wajib 

dan infak sunah. Infak wajib adalah terdiri atas zakat dan nazar, yang 

                                                 
27

 Sri Nurhayati, dkk, Akuntansi dan Manajemen Zakat…, hal. 160. 
28

 Departemen Agama RI, Alhidayah Al-Qura’an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka,…, 

hal. 23. 
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bentuk dan jumlah pemberiannya telah ditentukan. Infak sunah adalah 

infak yang dilakukan seorang muslim untuk mencari ridha Allah, bisa 

dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk.
29

 Orang-orang yang berhak 

menerima sedekah antara lain :
30

 

1. Orang-orang yang soleh atau orang yang ahli dalam kebaikan. 

2. Orang yang paling dekat. 

3. Orang yang sangat membutuhkan. 

4. Orang kaya , keturunan Bani Hasyim, orang kafir, dan orang fasik. 

Dalam hal ini orang kaya dibolehkan menerima sedekah walaupun 

dari keluarganya begitu pula keturunan Bani Hasyim hanya saja 

mereka tidak boleh menerima zakat. 

5. Sedekah kepada jenazah dalam hal ini diperbolehkan seperti 

memberikan pahala sedekah pemberian makanan minuman dan 

pakaian juga dibolehkan memberikan sedekah dengan doa menurut 

ijma ulama. Akan tetapi, tidak dibolehkan memberikan pahala amal 

yang dilakukan oleh badan, seperti salat puasa, dan lain-lain. 

 

C. Lembaga Pengelola Zakat 

       Zakat merupakan ibadah yang sifatnya memiliki dimensi sosial 

kemanusiaan. Penyaluran zakat dapat dilakukan secara langsung atau 

melalui institusi amil zakat, baik berupa Badan Amil Zakat (BAZ) yang 

dikelola pemerintah maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola 
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oleh pihak swasta. Ada beberapa alasan pembayaran zakat sebaiknya 

melalui institusi atau lembaga pengelola zakat, yaitu : 

1. Dalam rangka menjamin ketaatan pembayaran. 

2. Menghilangkan rasa rikuh dan canggung yang mungkin dialami oleh 

mustahik ketika berhubungan dengan muzaki. 

3. Mengefisienkan dan mengefektifkan pengalokasian dana zakat. 

4. Alasan caesoropapisme yang menyatakan ketidakterpisahan antara 

agama dan negara karena zakat termasuk urusan negara juga.
31

 

       Berdasarkan penjelasan sebelumnya, untuk melaksanakan pengelolaan 

dana zakat dan infak/sedekah secara nasional , pemerintah membentuk satu 

lembaga nonstruktural mandiri yang bernama Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS) baik yang berkedudukan di Ibukota, Provinsi maupun 

Kabupaten/Kota. Lembaga ini fokus pada kegiatan perencanaan, 

perorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan 

pendistribusian serta pendayagunaan zakat. 
32

 

         Badan Amil Zakat merupakan badan resmi dan satu-satunya yang 

dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 

2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, 

infak, dan sedekah pada tingkat nasional.  Lahirnya undang-undang nomor 

2011 tentang pengelolaan zakat semakin mungukuhkan peran BAZNAS 

sebagai lembaga yang berwenang melakukan penglolaan zakat secara 
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nasional. Dalam undang-undang tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai 

lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung 

jawab kepada presiden.
33

 

       BAZNAS terdiri dari 11 (sebelas) anggota, dimana 8  

(delapan)  orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur 

pemerintah. Unsur masyarakat terdiri dari  unsur ulama, tenaga profesional  

dan tokoh masyarakat islam. Unsur pemerintah ditunjuk dari kementerian/ 

instansi berkaitan dengan pengelola zakat. Anggota diangkat oleh Presiden 

atas usul menteri setelah mendapat pertimbangan  Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia.
34

 

       BAZNAS memiliki tugas untuk melakukan pengelolaan zakat secara 

nasional. Fungsi dari BAZNAS itu sendiri adalah : 

1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. 

2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. 

3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. 

4) Pelaporan dan pertanggungjwabanpelaksanaan pengelolaan zakat.
35

 

       Selain itu, dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat 

provinsi dan kabupaten/kota maka dibentuk BAZNAS Provinsi dan 

BAZNAS Kabupaten/Kota yang diatur dalam UU RI No. 23 Tahun 2011 
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tentang Pengelolaan Zakat. Berikut Pasal 15 UU RI No. 23 Tahun 2011 

dijelaskan bahwa :
36

  

1. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan 

kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS 

kabupaten/kota. 

2. BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur dan 

pertimbangan BAZNAS. 

3. BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh menteri atau pejabat yang 

ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan dari 

BAZNAS. 

4. Dalam hal gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan 

pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, 

menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS 

provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan 

dari BAZNAS. 

5. BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas 

dan fungsi BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota masing-

masing. 

       Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS provinsi atau 

BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, 

badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, 

dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk 
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UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat 

lainnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS 

provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.
37

 

       Selain BAZNAS lembaga yang dapat menyelenggarakan pengelolaan 

zakat adalah LAZ (Lembaga Amil Zakat).  Pembentukan LAZ wajib 

mendapatkan izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. Izin ini 

hanya diberikan apabila memenuhi syarat sebagai berikut : 

1. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola 

bidang pendidikan , dakwah dan sosial. 

2. Berbentuk lembaga berbadan hukum. 

3. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS. 

4. Memiliki pengawas syariah. 

5. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk 

melaksanakan kegiatannya. 

6. Bersifat nirlaba. 

7. Bersedia diaudit syariah dan keuangan secara berkala. 

       LAZ wajib melaporkan pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, 

dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara 

berkala. 
38

  

       BAZNAS sebagai salah satu lembaga pengelola zakat memiliki 

kebijakan mutu yaitu : 
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1. Meningkatkan kesadaran berzakat sesuai syariah dan peraturan 

perundangan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik. 

2. Memberikan layanan terbaik bagi muzaki dan mustahik. 

3. Membuat program pendayagunaan zakat sesuai dengan syariah secara 

terencana, terukur dan berkesinambungan dalam dalam peningkatan 

kesejahteraan mustahik. 

4. Membina, mengembangkan dan mengkoordinasi BAZNAS Provinsi, 

BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ. 

5. Mengembangkan sistem teknologi informasi yang handal untuk 

menyajikan data peneriman, pendistribusian dan pendayagunaan zakat 

secara nasional. 

6. Mengembangkan manajemen yang profesional, transparan dan 

akuntabel yang sesuai untuk lembaga keuangan syariah. 

7. Membina dan mengembangkan amil yang amanah, berintregitas dan 

kompeten dan kompeten yang mampu menumbuhkan budaya kerja 

islami. 

8. Mengembangkan model-model terbaik pengelolaan zakat yang dapat 

dijadikan acuan dunia.
39
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D. Perlakuan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah PSAK 109
40

 

1. Pengakuan dan Pengukuran 

a. Penerimaan Zakat 

        Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima. 

Zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambah zakat 

sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas dan nilai wajar 

jika dalam bentuk nonkas. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang 

diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia 

maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya 

sesuai yang diatur dalam SAK yang relevan. 

        Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima 

penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat 

yang diterima. Amil dapat memperoleh ujrah atas kegiatan 

penyaluran tersebut. Ujrah ini berasal dari muzaki, di luar dana zakat. 

Ujrah tersebut diakui sebagai penambah dana amil.
41

 

         Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, maka jumlah 

kerugian yang ditanggung diperlakukan sebagai pengurang dana 

zakat atau pengurang dana amil bergantung dari penyebab kerugian 

tersebut. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai pengurang dana 
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zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil, serta kerugian 

dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.
42

 

b. Penyaluran zakat 

        Zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil,  diakui 

sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diterima, jika 

dalam bentuk kas dan nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.
43

 

        Efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada 

profesionalisme amil. Dalam konteks ini amil berhak mengambil 

bagian dari zakat untuk menutup biaya operasioanl dalam rangka 

melaksanakan fungsinya sesuai dengan kaidah atau prinsip syariah 

dan tata kelola organisasi yang baik. Penentuan jumlah atau 

presentase bagian untuk masing-masing mustahik ditentukan oleh 

amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika, dan ketentuan 

yang berlaku yang dituangkan dalam kebijakan amil. Beban 

penghimpunan dan penyaluran harus diambil dari porsi amil. Amil 

dimungkinkan untuk meminjam dana zakat dalam rangka 

menghimpun zakat. Pinjaman ini sifatnya jangka pendek dan tidak 

boleh melebihi satu periode (haul).
44

 

        Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai 

penambah dan amil. Zakat telah disalurkan kepada mustahik nonamil 

jika sudah diterima oleh mustahik nonamil tersebut. Zakat yang 
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disalurkan melalui amil lain, tetapi belum diterima oleh  mustahik 

nonamil, belum menemui pengertian zakat telah tersalurkan. Amil 

lain tersebut tidak berhak mengambil bagian dari dana zakat. Namun 

dapat memperoleh ujrah  dari amil sebelumnya. Dalam keadaan 

tersebut , zakat yang disalurkan diakui sebagai piutang penyaluran, 

sedangkan bagi amil yang menerima diakui sebagai liabilitas 

penyaluran. Piutang penyaluran  dan liabilitas penyaluran tersebut 

akan berkurang ketika zakat disalurkan secara langsung kepada 

mustahik nonamil. Dana zakat yang diserahkan kepada mustahik 

nonamil dengan keharusan untuk mengembalikannya kepada amil, 

belum diakui sebagai penyaluran zakat.
45

 

        Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap 

(aset kelolaan), misalnya rumah sakit, sekolah, mobil ambulan, dan 

fasilitas umum lain diakui sebagai  

1) Penyaluran zakat seluruhnya jika aset tetap tersebut diserahkan 

untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil  

2) Penyaluran zakat secara bertahap jika aset tetap tersebut masih 

dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan 

amil. Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset 

tetap tersebut sesuai dengan pola manfaatnya. 
46
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c. Penerimaan Infak/Sedekah 

        Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana 

infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi 

infak/sedekah sebesar:  

1) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas. 

2) Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.  

       Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan 

harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat 

menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan 

SAK yang relevan. Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas 

atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak 

lancar.
47

 

        Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan 

untuk dikelola oleh amil diukur sebesar nilai wajar saat penerimaan 

dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari 

aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah 

terikat jika penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah 

ditentukan oleh pemberi. Amil dapat pula menerima aset nonkas yang 

dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini 

diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, 

seperti bahan makanan; atau aset yang memiliki umur ekonomi 

panjang, seperti mobil untuk ambulan. Aset nonkas lancar dinilai 
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sebesar nilai perolehan, sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai 

sebesar nilai wajar sesuai dengan SAK yang relevan. 

        Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai 

pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi tidak disebabkan oleh 

kelalaian amil, serta diakui sebagai kerugian dan pengurang dana 

amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil. Dalam hal amil menerima 

infak/sedekah dalam bentuk aset (nonkas) tidak lancar yang dikelola 

oleh amil, maka aset tersebut harus dinilai sesuai dengan SAK yang 

relevan. Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam 

jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil 

dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah.
48

 

d. Penyaluran Infak/Sedekah 

        Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana 

infak/sedekah sebesar  jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk 

kas dan sebesar nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk 

aset nonkas.
49

 

        Bagian dana infak/sedekah yang disalurkan untuk amil diakui 

sebagai  penambah dana amil. Penentuan jumlah uang atau presentase 

bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil 

sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, dan etika yang dituangkan 

dalam bentuk kebijakan amil. 
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        Penyaluran infak/sedekah oleh amil kepada amil lain merupakan 

penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah jika amil tidak 

menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut. 

        Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema 

dana bergulir dicatat sebagai piutang, infak/sedekah bergulir dan 

tidak mengurangi dana infak/sedekah.
50

 

2. Penyajian 

        Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil 

secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.
51

 

3. Pengungkapan 

a. Zakat 

        Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan 

transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada: 

1) Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas 

penyaluran, dan mustahik nonamil. 

2) Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik nonamil 

seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan. 

3) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan 

zakat berupa aset nonkas. 

4) Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing 

mustahik. 
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5) Penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih 

dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, 

jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh 

penyaluran dana zakat serta alasannya. 

6) Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mutahik meliputi: 

a) Sifat hubungan. 

b) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan. 

c) Presentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total 

penyaluran zakat selama periode.
52

 

b. Infak/Sedekah 

        Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi 

infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada: 

1) Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala 

prioritas penyaluran infak/sedekah dan penerima infak/sedekah. 

2) Kebijakan penyaluran infak/sedekah untuk amil dan nonamil, 

seperti presentase pembagian alasan, dan konsistensi kebijakan. 

3) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan 

infak/sedekah berupa aset nonkas. 

4) Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan 

tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, diungkapkan jumlah dan 

persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode 

pelaporan serta alasannya. 
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5) Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud diungkapkan 

secara terpisah. 

6) Penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan, jika ada, 

diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan 

dana infak/sedekah serta alasannya. 

7) Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan 

tidak terikat. 

8) Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dengan penerima 

infak/sedekah yang meliputi: 

a) Sifat hubungan. 

b) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan. 

c) Presentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total 

penyaluran infak/sedekah selama periode. 

       Selain membuat pengungkapan di paragraf diatas, amil 

mengungkapkan hal-hal berikut: 

a. Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan 

atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya. 

b. Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana 

infak/sedekah.
53
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E. Laporan Keuangan Amil 

       Laporan keuangan amil dibuat dengan mengikuti siklus akuntansi 

sebagaimana umumnya entitas usaha lain dalam menyusun laporan 

keuangan. Siklus akuntansi dimulai dengan adanya transaksi yang 

dibuktikan dengan dokumen pendukung. Berdasarkan dokumen 

pendukung tersebut maka dibuat jurnal transaksi dari tanggal, pertama 

sampai akhir bulan.  

       Transaksi amil dibedakan menjadi transasksi penerimaan dan 

penyaluran dana zakat, penerimaan dan penyaluran dana infak, serta 

penerimaan dan penggunaan dana amil. Penerimaan dana zakat bisa amil 

peroleh dari entitas usaha syariah maupun individu muslim. Atas zakat ini 

amil akan mencatat sebagai kas dan penerimaan dana zakat. Berikut 

contoh jurnal standar penerimaan zakat yang dibuat:
54

 

 Dr. Kas – Zakat xxx 

  Cr. Penerimaan Dana Zakat  xxx 

 (penerimaan zakat dari muzaki) 

       Amil dapat menyalurkan dana zakat kepada masing-masing dari 

delapan mustahaik dengan klasifikasi penyaluran tertentu. Berikut contoh 

jurnal standar atas transaksi penyaluran dana infak sedekah oleh amil.
55

 

 Dr. Penyaluran dana zakat- faskir, miskin xxx 

 Fisabilillah dan lainnya 

  Cr. Kas – zakat  xxx 
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(penyaluran zakat untuk salah satu dari golongan : fakir, miskin, 

ghorimin, budak, mualaf, fisabilillah, dan ibnu sabil) 

Dr. Penyaluran dana zakat – amil xxx 

 Cr. Kas-Zakat  xxx 

Dr. Kas xxx 

 Cr  xxx 

(penyaluran zakat untuk hak amil, dicatat sebagai penerimaan dana 

amil) 

Dr. Piutang dana bergulir – dana zakat xxx 

 Cr. Kas – Zakat  xxx 

(pengeluaran kas dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat, 

dicatat sebagai piutang bergulir) 

Dr. Aset kelolaan – dana zakat xxx 

 Cr. Kas – zakat  xxx 

(pengeluaran kas dana zakat untuk aset kelolaan; misalnya rumah 

sakit, sekolahan, mobil ambulans, dan fasilitas umum lainnya)
56

 

Dr. Penyaluran dana zakat – fisabilillah -  xxx 

Aset kelolaan 

 Cr. Kas – zakat  xxx 

(penyaluran dana zakat untuk dikelola lembaga pengelola independen) 

 Selain zakat, transaksi penerimaan infak sedekah juga dapat berasal 

dari entitas usaha syariah maupun dari individu muslim. Atas penerimaan 
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kas dana infak/sedekah ini amil mendapatkan tambahan yang dicatat 

sebagai kas dana infak/sedekah, dan pada sisi lainnya menjadi penambah 

untuk dana infak/sedekah. Atas penerimaan kas infak/sedekah ini amil 

akan membuat pencatatana dalam jurnal berikut :
57

 

 Dr. Kas – Infak/Sedekah xxx 

  Cr. Penerimaan dana infak/sedekah  xxx 

 (mencatat penerimaan kas dana infak/ sedekah 

       Amil dapat menyalurkan dana infak/sedekah dengan klasifikasi 

penyaluran seperti : 

1. Penyaluran kepada mustahik sebagai distribusi dana infak/sedekah 

untuk keperluan konsumsi mustahik. 

2. Penyaluran dana infak/sedekah untuk pengelola zakat, infak/sedekah 

(amil). 

3. Dana infak/sedekah digunakan untuk dana bergulir, yang dipinjamkan 

untuk memberdayakan ekonomi umat, sehingga diperlakukan sebagai 

penyaluran, akan tetapi diperlakukan sebagai piutang infak/ sedekah 

bergulir. 

4. Dana infak/ sedekah juga dapat disalurkan  sebagai aset kelolaan, baik 

yang dikelola oleh amil sendiri maupun lembaga independen lain yang 

dipercayakan oleh amil.
58

 

       Atas penyaluran dan infak/ sedekah ini, amil akan mencatat dengan 

jurnal standarnya sebagai berikut: 
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 Dr. Penyaluran dana infak/sedekah xxx 

  Cr. Kas – Infak/Sedekah  xxx 

 (penyaluran kas dana infak/sedekah ini, dan mustahik tidak perlu 

mengembalikan uang yang diterima) 

Dr. Penyaluran Dana infak.sedekah – amil xxx 

 Cr. Kas – infak/sedekah  xxx 

(penyaluran dan infak/sedekah untuk bagian amil) 

Dr. Kas – Amil xxx 

 Cr. Penerimaan dana amil  xxx 

(penerimaan hak  amil dari infak/sedekah) 

Dr. Piutang dana bergulir – dana infak/sedekah xxx 

 Cr. Kas – Infak/sedekah  xxx 

(pengeluaran kas dana infak/sedekah untuk memberdayakan ekonomi 

umat sebagai piutang bergulir) 

Dr. Aset kelolaan – infak/sedekah xxx 

 Cr. Kas – Infak/sedekah  xxx 

(pengeluaran kas dana infak/sedekah untuk aset kelolaan)
59

 

 Setelah amil mencatat seluruh transaksi yang terkait dengan zakat, 

infak/sedekah beik penerimaan maupun penyaluran, maka tahap 

berikutnya adalah memposting ke buku besar sehingga akan diperoleh 

saldo akhir akun tersebut. 
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  Setelah posting selesai, tahap berikutnya adalah pengikhtisaran yaitu 

dengan menyusun neraca saldo. Setelah itu tahap berikutnya adalah 

melakukan penyesuaian atas saldo pos-pos akun yang berada di neraca 

saldo. Kemudian membuat neraca saldo setelah penyesuaian disusun 

berdasarkan neraca saldo sebelum penyesuaian ditambah atau dikurangi 

angka penyesuaian nerdasarkan jurnal penyesuaian. Tahap selanjutnya 

adalah membuat neraca lajur guna memudahkan membuat laporan 

keuangan amil.
60

 

       Untuk laporan keuangan amil diatur dalam PSAK 101, terdiri dari : 

1. Laporan posisi keuangan 

       Tujuan laporan posisi keuangan adalah menyediakan informasi 

mengenai aset, liabilitas, serta aset neto pada waktu tertentu. Informasi 

dalam laporan posisi keuangan keuangan lainnya, dapat membantu 

para pemangku kepentingan dalam :
61

 

1. Menilai kemampuan organisasi dalam memberikan jasa secara 

berkelanjutan. 

2. Menilai likuiditas. 

3. Menilai fleksibilitas keuangan. 

4. Melihat kemampuan untuk memenuhi kewajiban dan kebutuhan 

pendanaan eksternal. 
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Tabel 2.4 

Entitas Amil ABC 

LAPORAN POSISI KEUANGAN 

Per 31 Desember 20xx 

 

Keterangan Jumlah Keterangan Jumlah 

ASET  LIABILITAS  

Aset Lancar  Liabilitas Jangka Pendek  

Kas dan Setara Kas xxx Biaya yang masih harus 

dibayar 

xxx 

Piutang xxx Liabilitas Jangka Panjang  

Surat Berharga xxx Liabilitas Imbalan Kerja xxx 

Aset Tidak Lancar  Jumlah  

Aset Tetap xxx   

Akumulasi Penyusutan xxx SALDO DANA  

  Dana Zakat xxx 

  Dana infak/sedekah xxx 

  Dana Amil xxx 

  Jumlah xxx 

Jumlah aset xxx Jumlah liabilitas saldo dana xxx 

Sumber : Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia, SAK Standar Akuntansi 

Keuangan Syariah Per 1 Januari 2019, (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 

2019), hal.101.46. 

 

2. Laporan perubahan dana 

Tabel 2.5 

Entitas Amil ABC 

LAPORAN PERUBAHAN DANA 

Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20xx 

 

DANA ZAKAT  

Penerimaan  

Penerimaan dari muzaki  

       Muzaki entitas xxx 

       Muzaki Individual xxx 

Hasil Penempatan xxx 

Jumlah xxx 

Penyaluran  

Amil (xxx) 

Fakir Miskin (xxx) 

Riqab (xxx) 

Gharim (xxx) 
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Muallaf (xxx) 

Sabilillah (xxx) 

Ibnu sabil (xxx) 

Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan) (xxx) 

Jumlah (xxx) 

Surplus (defisit) xxx 

Saldo awal xxx 

Saldo akhir xxx 

  

DANA INFAK  

Penerimaan  

Infak/Sedekah Terikat xxx 

Infak/Sedekah Tidak Terikat xxx 

Hasil Pengelolaan xxx 

Jumlah xxx 

Penyaluran  

Amil (xxx) 

Infak/Sedekah Terikat (xxx) 

Infak/Sedekah Tidak Terikat (xxx) 

Hasil Pengelolaan (xxx) 

Jumlah (xxx) 

Surplus xxx 

Saldo awal (defisit) xxx 

Saldo akhir xxx 

  

DANA AMIL  

Penerimaan  

Bagian Amil dari zakat xxx 

Bagian amil dari infak/sedekah xxx 

Penerimaan lain xxx 

Jumlah xxx 

Penggunaan  

Beban Pegawai (xxx) 

Beban Penyusutan (xxx) 

Beban umum dan administrasi lain (xxx) 

Jumlah (xxx) 

Surplus (defisit) xxx 

Saldo awal xxx 

Saldo akhir xxx 

  

Jumlah Dana Zakat, Dana Infak/Sedekah, dan Dana Amil xxx 

  

Sumber : Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia, SAK Standar Akuntansi 

Keuangan Syariah Per 1 Januari 2019, (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 

2019), hal.101.46. 
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3. Laporan perubahan aset kelolaan 

       Laporan perubahan aset kelolaan mencangkup, tetapi tidak 

terbatas pada aset kelolaan yang termasuk aset lancar aset tidak lancar 

dan akumulasi penyusutan, penambahan dan pengurangan, saldo awal 

dan saldo akhir.
62

 

Tabel 2.6 

Entitas Amil ABC 

LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN 

Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20xx 

 

 Saldo 

awal 

Penambahan Pengurangan Akumulasi 

Penyusutan 

Akumulasi 

Penyisihan 

Saldo 

awal 

Dana 

Infak/ 

sedekah –

aset lancar 

kelolaan 

(misal 

piutang 

bergulir) 

 

 

 

xxx 

 

 

 

xxx 

 

 

 

(xxx) 

 

 

 

(xxx) 

 

 

 

- 

 

 

 

xxx 

Dana 

Infak/ 

sedekah –

aset tidak 

lancar 

kelolaan 

(misal 

rumah 

sakit atau 

sekolahan) 

 

 

 

xxx 

 

 

 

xxx 

 

 

 

(xxx) 

 

 

 

(xxx) 

 

 

 

- 

 

 

 

xxx 

Dana zakat 

- aset 

kelolaan 

(missal 

rumah 

sakit atau 

sekolahan 

 

 

 

xxx 

 

 

 

xxx 

 

 

 

(xxx) 

 

 

 

(xxx) 

 

 

 

- 

 

 

 

xxx 

Sumber : Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia, SAK Standar Akuntansi 

Keuangan Syariah Per 1 Januari 2019, (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 

2019), hal.101.49. 
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4. Laporan arus kas 

       Amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 02 

tentang Laporan arus kas dan SAK lain yang relevan. 

5. Catatan atas laporan keuangan 

       Catatat atas laporan keuangan disajikan sesuai dengan PSAK 101 

tentang Penyajian laporan keuangan syariah dan SAK lain yang 

relevan. Catatan atas laporan keuangan memiliki struktur : 

a. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan 

keuangan dan kebijakan akuntansi spesifik yang digunakan. 

b. Mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh SAK yang 

tidak disajikan di bagian manapun laporan keuangan. 

c. Memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun 

dalam laporan keuangan , tetapi informasi tersebut relevan untuk 

memahami laporan keuangan.
63

 

 

F. Penelitian Terdahulu 

        Berikut ini adalah penelitian-penelitian terdahulu yang mengkaji 

masalah perlakuan akuntansi zakat dan infak/sedekah dan penyusunan 

laporan keuanganannya berdasarkan PSAK 109 serta penelitian lain yang 

serupa atau memiliki kaitan dengan variabel dalam penelitian ini. Dari 

pengamatan penulis terdapat banyak penelitian yang relevan dengan 
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pembahasan tentang perlakuan akuntansi zakat dan infak/sedekah 

berdasarkan PSAK 109 antara lain: 

       Penelitian yang dilakukan oleh Ritonga
64

, bertujuan untuk mengetahui 

kesesuaian perlakuan akuntansi zakat pada BAZNAS Sumatera Utara 

dengan PSAK nomor 109. Metode yang digunakan penelitian ini adalah 

pendekatan deskriptif dengan jenis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini 

adalah perlakuan akuntansi zakat dalam penyajian laporan keuangan pada 

BAZNAS Sumatera Utara sudah menerapkan PSAK 109 walaupun belum 

sepenuhnya, sehingga hal ini berdampak pada laporan keuangan yang 

masih belum informatif. Persamaannya adalah melakukan penelitian 

terhadap penerapan PSAK 109. Sedangkan perbedaannya adalah memiliki 

objek dan subjek penelitian yang berbeda serta hasil penelitian yang 

dijabarkan. 

       Penelitian yang dilakukan oleh Hadijah
65

, bertujuan untuk mengetahui 

penerapan zakat, infak dan sedekah berdasarkan PSAK 109 pada Badan 

Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene tahun 2014-2016. Metode yang 

digunakan penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari 

penelitian ini adalah penerapan akuntansi zakat, infak dan sedekah tahun 

2014-2016 pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene belum 

mengacu kepada PSAK 109, dimana di dalamnya terdiri dari pengakuan, 

pengukuran, penyajian dan pengungkapan, dimana hal ini dapat dilihat 
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pada laporan keuangan yang disajikan pada tahun tersebut tidak sesuai 

dengan aturan yang ada. Persamaannya adalah melakukan penelitian 

terhadap penerapan PSAK 109. Sedangkan perbedaannya terletak pada 

objek dan subjek yang diteliti serta hasil penelitian yang dijabarkan. Selain 

itu penelitian ini meneliti laporan keuangan tahun 2014-2016 sedangan 

penulis meneliti laporan keuangan tahun 2018. 

       Penelitian yang dilakukan oleh Shahnaz
66

, bertujuan untuk melihat 

kesesuaian penerapan laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sulut dengan 

PSAK No. 109. Metode yang digunakan penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah BAZNAS Provinsi Sulut belum 

menerapkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan format yang 

terdapat dalam PSAK 109, selain itu untuk semua dana kas yang masuk 

belum dipisahkan berdasarkan golongannya, namun secara umum tujuan 

umum penyusunan laporan keuangan sudah tercapai walaupun masih 

terdapat informasi yang kurang jelas. Persamaanya adalah melakukan 

penelitian terhadap penerapan PSAK 109. Sedangkan perbedaannya 

terletak pada objek dan subjek yang diteliti serta hasil penelitian yang 

dijabarkan. 

       Penelitian yang dilakukan oleh Bulutoding
67

, bertujuan untuk 

menganalisis pengelola zakat di BAZNAS Kota Makassar dalam 

mengimplementasikan Akuntansi PSAK 109. Metode yang digunakan 
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penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. 

Hasil dari penelitian ini adalah BAZNAS Kota Makassar telah 

menjalanklan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengelola zakat sesuai 

dengan UU No. 23 Tahun 2011, namun dalam penyusunan laporan 

keuangannya belum sesuai dengan PSAK 109 dilihat dari pos-pos atau 

akun pos-pos yang disajikan juga belum sesuai dengan PSAK 109. 

Persamaannya adalah melakukan penelitian terhadap penerapan PSAK 

109. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek dan subjek yang diteliti 

serta hasil penelitian yang dijabarkan. 

      Penelitian yang dilakukan oleh Arief
68

, bertujuan untuk mengetahui 

analisis data dan laporan keuangan sebelum dan sesudahnya PSAK pada 

Badan Amil Zakat Kota Manado. Metode yang yang digunakan penelitian 

ini adalah metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah BAZNAS 

Kota Manado dalam  penyusunan laporan keuangannya belum menerapkan 

PSAK 109, selain itu untuk semua dana kas yang masuk yang dipisahkan 

hanya dana sedekah dan dana zakat sedangakan untuk dana amil dan dana 

non halal masih digabungkan dan dianggap sebagai penambah dana zakat. 

Persamaannya dalah melakukan penelitian terhadap penerapan PSAK 109. 

Sedangkan perbedaannya terletak pada objek dan subjek yang diteliti serta 

hasil penelitian yang dijabarkan. 
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G. Kerangka Konseptual 

Gambar 2.2 

Kerangka Konseptual 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Penelitian ini berfokus pada perlakuan akuntansi zakat dan 

infak/sedekah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

Nomor 109, dimana peneliti melakukan penelitian dari tahap pengakuan 

sampai dengan tahap pengungkapan pada laporan keuangan

PSAK 109 

Badan Amil Zakat 

Nasional Kabupaten 

Tulungagung 

Implementasi Kebijakan 

Kesesuaian Perlakuan 

Akuntansi Zakat dan 

Infak/Sedekah PSAK 109 

Perlakuan Akuntansi 

Zakat dan Infak/Sedekah 

PSAK 109 


